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RINGKASAN 

ADIWIJOYO. Dinamika Lanskap, Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Analisis 
Jaringan Kebijakan di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Dibimbing oleh HERI 
PURNOMO dan SURIA DARMA TARIGAN. 
 

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia merupakan permasalahan 
kompleks yang melibatkan banyak aktor, mulai dari petani lokal hingga perusahaan 
besar dan pelaku politik. Kejadian karhutla berulang setiap tahun, pada 2019 
tercatat sebagai karhutla yang terluas akibat ulah manusia setelah peristiwa karhutla 
tahun 2015, yang mana kabut asapnya menyelimuti delapan, mengakibatkan lebih 
dari 900.000 kasus penyakit pernapasan, menghentikan operasi bandara, 
meliburkan ratusan sekolah di Indonesia, Malaysia, dan Singapura, serta 
menimbulkan kerugian ekonomi sebesar US$ 5,2 miliar. Pembakaran lahan 
umumnya dipilih sebagai metode murah untuk membuka lahan, khususnya gambut, 
yang kemudian dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit atau hutan tanaman 
industri, sehingga perubahan tutupan lahan secara langsung berkontribusi pada 
peningkatan risiko dan sebaran titik panas (hotspot) di suatu wilayah. 

Berbagai regulasi telah diterbitkan secara berjenjang untuk mengendalikan 
karhutla, mulai dari perjanjian internasional AATHP yang diratifikasi Indonesia 
pada 2014, hingga undang-undang nasional seperti UU No. 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta UU No. 41 Tahun 1999 
tentang Kehutanan. Regulasi tersebut kemudian diturunkan ke tingkat provinsi dan 
kabupaten, salah satunya melalui Peraturan Bupati Pelalawan No. 73 Tahun 2020 
tentang Rencana Aksi Perkebunan Sawit Berkelanjutan. Analisis jaringan kebijakan 
dalam penelitian ini bertujuan memetakan keterkaitan dan konsistensi antarregulasi 
pada berbagai tingkatan sekaligus mengidentifikasi celah atau tumpang tindih yang 
berpotensi melemahkan efektivitas pengendalian karhutla di lapangan. 

Penelitian ini berfokus pada Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, yang 
menyumbang 20,1% produksi CPO nasional. Menggunakan pendekatan penelitian 
campuran (mixed method), kajian ini mengintegrasikan analisis spasial sebaran 
hotspot dan perubahan tutupan lahan dari waktu ke waktu dengan kajian 
implementasi kebijakan zero burning. Data hotspot digunakan untuk 
mengidentifikasi pola dan konsentrasi kejadian karhutla, sementara analisis tutupan 
lahan digunakan untuk menelusuri korelasi antara konversi lahan dan peningkatan 
kerentanan terhadap kebakaran. Meski sudah 25 tahun reformasi dan diterapkannya 
berbagai skema sertifikasi, karhutla masih terus terjadi, menunjukkan bahwa 
tantangan tata kelola lingkungan di sektor perkebunan membutuhkan pendekatan 
kelembagaan yang lebih komprehensif. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods triangulation yang 
mengintegrasikan analisis spasial, analisis statistik, dan analisis kelembagaan untuk 
mengkaji dinamika lanskap, pola kebakaran hutan dan lahan, serta jaringan 
kebijakan di Kabupaten Pelalawan. Analisis spasial dilakukan menggunakan data 
tutupan lahan KLHK periode 1996 2022, data hotspot MODIS Terra dan Aqua 
tahun 2000 2024, serta Emerging Hotspot Analysis (EHSA) berbasis Space Time 
Cube untuk mengidentifikasi pola spatio-temporal kebakaran. Selanjutnya 
dilakukan analisis Policy Network Analysis (PNA) dengan pendekatan Social 
Network Analysis (SNA) terhadap 53 instrumen kebijakan untuk mengidentifikasi 



struktur dan regulasi yang paling berpengaruh dalam pengendalian kebakaran hutan 
dan lahan. Analisis tersebut diperkaya melalui survei terhadap 44 responden 
menilai komitmen implementasi kebijakan menggunakan skala Likert, sedangkan 
efektivitas kebijakan dievaluasi menggunakan paired t-test untuk membandingkan 
kejadian hotspot sebelum dan sesudah tahun 2016. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Pelalawan mengalami 
transformasi lanskap yang signifikan dari dominasi hutan alam menuju lanskap 
budidaya, yang diikuti dengan pergeseran risiko kebakaran ke wilayah perkebunan 
dan hutan tanaman. Analisis EHSA mengidentifikasi kelas Oscillating Hotspot 
sebagai pola kebakaran yang paling dominan, menandakan bahwa risiko kebakaran 
bersifat berulang dan dinamis. Dari sisi kelembagaan, UU No. 32 Tahun 2009 
menjadi regulasi paling sentral dalam jaringan kebijakan, sedangkan Permentan No. 
11 Tahun 2015 tentang ISPO berperan sebagai penghubung utama antarsektor. 
Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan antara kekuatan struktur kebijakan 
dan implementasinya di lapangan, terutama pada aspek koordinasi, pengawasan, 
dan dukungan terhadap praktik pembukaan lahan tanpa bakar. Hasil paired t-test 
menunjukkan bahwa jumlah hotspot menurun secara signifikan setelah tahun 2016 
(t = 3,931; p = 0,0023), namun dominasi pola Oscillating Hotspot mengindikasikan 
bahwa risiko kebakaran belum hilang. Oleh karena itu, pengendalian kebakaran 
hutan dan lahan perlu diarahkan pada pendekatan pencegahan berbasis lanskap 
melalui prioritas penanganan wilayah Oscillating Hotspot, penguatan koordinasi 
lintas sektor, pemberdayaan masyarakat, penyempurnaan regulasi teknis, serta 
penyelesaian persoalan tenurial guna mewujudkan tata kelola karhutla yang lebih 
efektif, antisipatif, dan berkelanjutan. 
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SUMMARY 

ADIWIJOYO Landscape Dynamics, Wildfires, and Policy Network Analysis in 
Pelalawan Regency. Supervised by HERI PURNOMO and SURIA DARMA 
TARIGAN. 
  
 Forest and land fires (karhutla) in Indonesia are a complex problem 
involving many actors, from local farmers to large corporations and political figures. 
These fires recur annually, with 2019 marking the worst human-caused outbreak on 
record, blanketing eight provinces in thick haze, causing over 900,000 respiratory 
illness cases, halting airport operations, forcing hundreds of schools to close across 
Indonesia, Malaysia, and Singapore, and generating economic losses of US$5.2 
billion. Burning remains a cheap and quick method to clear land particularly 
peatlands for conversion into oil palm plantations or industrial timber estates, 
whereby changes in land cover directly contribute to the increasing risk and spread 
of hotspots across affected regions. 

A layered set of regulations has been established to control forest fires, 
ranging from the international AATHP treaty ratified by Indonesia in 2014, to 
national laws such as Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and 
Management and Law No. 41 of 1999 on Forestry. These regulations are further 
translated into provincial and district-level instruments, including the Pelalawan 
Regent Regulation No. 73 of 2020 on the Sustainable Palm Oil Plantation Action 
Plan. The policy network analysis in this study aims to map the linkages and 
consistency across these multi-level regulations, while identifying gaps or overlaps 
that may undermine the effectiveness of fire governance on the ground. 

This study focuses on Pelalawan Regency in Riau Province, which 
contributes 20.1% of national CPO production. Using a mixed-method approach, 
the research integrates spatial analysis of hotspot distribution and land cover change 
over time with an assessment of zero-burning policy implementation. Hotspot data 
are used to identify patterns and concentrations of fire occurrences, while land cover 
analysis traces the correlation between land conversion and heightened fire 
vulnerability. Despite 25 years of reform and widespread adoption of certification 
schemes, fires continue to persist, indicating that environmental governance 
challenges in the plantation sector demand a far more comprehensive institutional 
approach. 

This study employed a mixed-methods triangulation approach integrating 
spatial, statistical, and institutional analyses to investigate landscape dynamics, 
forest and land fire patterns, and policy networks in Pelalawan Regency, Indonesia. 
Spatial analysis was conducted using the Ministry of Environment and Forestry 
(MoEF) land cover datasets for the period 1996 2022, MODIS Terra and Aqua 
hotspot data from 2000 2024, and Emerging Hot Spot Analysis (EHSA) based on 
the Space Time Cube framework to identify spatio-temporal fire patterns. 
Furthermore, Policy Network Analysis (PNA) using a Social Network Analysis 
(SNA) approach was applied to 53 policy instruments to identify the most 
influential policy structures and regulations governing forest and land fire 
management. These analyses were complemented by a questionnaire survey 
involving 44 respondents to assess policy implementation commitment using a 



Likert scale, while policy effectiveness was evaluated through a paired t-test 
comparing hotspot occurrences before and after 2016. 

The findings reveal that Pelalawan Regency has undergone substantial 
landscape transformation from predominantly natural forest ecosystems to 
commodity-based production landscapes, accompanied by a shift in fire risk toward 
plantation and industrial forest plantation areas. The EHSA identified the 
Oscillating Hot Spot class as the dominant fire pattern, indicating that fire 
occurrence is recurrent and spatially dynamic rather than persistent in fixed 
locations. From an institutional perspective, Law No. 32 of 2009 on Environmental 
Protection and Management emerged as the most central regulation within the 
policy network, while Minister of Agriculture Regulation No. 11 of 2015 on the 
Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) certification system served as the primary 
bridge connecting policy sectors. Nevertheless, a considerable gap remains between 
the structural strength of the policy framework and its implementation on the 
ground, particularly regarding inter-agency coordination, enforcement, and support 
for zero-burning land preparation practices. The paired t-test demonstrated a 
statistically significant decline in hotspot occurrences after 2016 (t = 3.931, p = 
0.0023); however, the predominance of the Oscillating Hot Spot pattern indicates 
that fire risk has not been eliminated. Accordingly, forest and land fire management 
should be reoriented toward a landscape-based prevention strategy by prioritizing 
Oscillating Hot Spot areas, strengthening cross-sectoral coordination, empowering 
local communities, improving technical regulatory frameworks, and addressing 
underlying land tenure issues to establish a more effective, proactive, and 
sustainable fire governance system. 
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